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KEPEMIMPINAN NASIONAL
YANG EFEKTIF
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{Dosen FISIP dan Pascasarjana Unpas)

Pendahuluan

Krisis yang menimpa suatu bangsa yang bersifat krisis multidimensional
sering berujung pada krisis kepemimpinan. Hal ini wajar karena jika dilihat dari
perspektif teori organisasi, sebenarnya sangat sederhana karena dikatakan
bahwa ada hubungan kausalitas antara organisasi, manajemen dan kepemim-
pinan dimana esensi organisasi adalah managemen dan esensi managemen
adalah kepemimpinan, serta esensi kepemimpinan adalah pengambilan kepu-

tusan.

Dilihat dari sini, tarmpak bahwa
krisis yang terjadi di Indonesia (baca:
organisasi) karena adanya misma-
nagement dan salah urus sehingga
fungsi-fungsi  managemen  tidak
berjalan optimal yang salah satu-
nya karena lumpuh digerogoti oleh
berkecambahnya budaya KKN. Dan
managemen itu tidak berfungsi opti-
mal karena lemahnya peran kepemi-
mpinan yang mestinya merupakan
“lokomotif’ yang menggerakan man-
agement itu, Sedangkan kepemi-
mpinan kurang berperan optimal
dalam menggerakan fungsi-fungsi
managemen dan dalam melayani
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anggota organisasi atau masayarakat
karena berkembangnya kepentingan
parsial yang hanya mementingkan
kepentingan sebagian kelompok dan
merugikan kepentingan yang lebih
banyak.

Oleh  karena itu, dimensi
kepemimpinan dapat ditempatkan
dalam posisinya yang amat sentral
dalam kehidupan berbangsa dan ber-
negara. Peran dan fungsi pemimpin,
atau tepatnya para pemimpin dalam
sebuah negara yang mengalami kri-
sis, amatlah penting dan menenen-
tukan. Pemimpin menunjukkan arah
dan jalan yang harus ditempuh oleh

edisi 159 - November 2018 |




]
o
4

F
A

Topik Utama

bangsanya menuju masa depan yang
lebih baik, melalui visi, pikiran besar,
dan konsep-konsepnya. Pemimpin
mampu menyatukan dan mengajak
rakyatnya untuk membangun hara-
pan. Pemimpin harus berada dan ber-
sama-sama rakyatnya untuk bekerja
keras secara bersama. Berat sama
dipikul, ringan sama dijinjing. Pemim-
pin harus siap berkorban, mengam-
bil risiko dan bertanggung jawab
atas apa yang dilakukan atau tidak
dilakukan. Tentu saja karakter, azas
dan prinsip kepemimpinan ini masih
dapat diperpanjang. Di dalam suatu
krisis, pemimpin seharusnya memi-
liki “sense of crisis” yang tinggi, turun
ke lapangan untuk berempaty den-
gan kondisi masyarakat dan menye-
lami persoalannya yang selanjutnya
memimpin dalam turut memeca-
han persoalan-persoalan itu. Seh-
ingga persoalan-persoalan itu bukan
semata persoalan yang harus ditang-
gungnya sendiri melainkan terutama
menjadi persoalan pemimpinnya.

Format Kepemimpinan Efektif

Melihat kenyataan dan pengala-
man sejarah sebelumnya, ada kes-
adaran untuk membangun format
kepemimpinan baru yang lebih adil
dan demokratis seperti tercermin
dalam amandemen UUD 45. Dalam
amandemen UUD 1945 ada kesepa-
katan untuk tidak merubah sistem
presidensial, artinya sistemn ini diper-
tahankan dalam mengatur hubungan
kekuasaan antara lembaga negara.
Persoalan sistem presidensial dalam
bahasa UUD 1945 ini dalam prakti-

8 | edisi 159 - November 2018

-y

knya melahirkan Presiden yang sa-
ngat kuat dan otoriter (pada masa
Sukarno dan Suharto), serta Presiden
yang lemah di era reformasi. Kedua
implikasi ini jauh dari semangat
demokrasi. Sementara itu presiden
yang lemah tidak dikehendaki dalam
sistem politik demokrasi. Demokrasi
memerlukan kepeminpinan yang rep-
resentatif juga yang mampu memae-
rintan (Liddle, Kompas. 2-6-1998),
yakni harus mampu menciptakan
sebuah pemerintahan yang bersatu
dalam hal-hal pokok dan memiliki
kekuatan politik yang cukup untuk
bertahan lama dan melaksanakan
kebijakan-kebijakannya.

Praktiknya menunjukkan masa
Sukarno maupun Suharto, keduanya
mempunyai kekuasaan yang tidak
terbatas, mereka memerintah den-
gan dekrit, bukan dengan hukum
(Thohari, 2002). Sementara era kepar-
taian sekarang justru melahirkan
Presiden yang sangat lemah karena
harus selalu memperhatikan suara
Parlemen, bahkan yang semula men-
jadi hak perogratif Presiden, berdasar
Amandemen UUD 1945 harus dikon-
sultasikan dengan DPR. Implikasi dari
pengabaian ini Abdurahman Wahid
hanya memerintah kurang dari 2
tahun. Karenanya wajar kalau Presi-
den Megawati walaupun berasal dari
partai dengan jumlah kursi terba-
nyak di parlemen tetap memerlukan
jaminan dukungan dari parlemen.

Presiden yang kuat atau lemah
tersebut adalah produk UUD 1945,
Ketika belum diamandemen UUD
1945 melahirkan Presiden kuat dan
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hasil Amandemen (sementara ini)
adalah Presiden lemah. Keduanya
telah melahirkan krisis kepemi-
mpinan, yakni sebuah pemerintahan
yang stabil semu (era Sukarno dan
Suharto) serta pemerintahan yang
tidak stabil atau berpotensi tidak sta-
bil (era Gus Dur dan Megawati).

Kedua model itu tidak mampu
melahirkan pemerintah yang mampu
memerintah, yakni mampu melak-
sanakan fungsi pemerintahan, yang
ditandai dengan membaiknya kual-
itas kesejahteraan rakyat. Perso-
alan kemiskinan, pengangguran,
pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang buruk tetap menonjol meski
bangsa ini telah berusia 69 tahun. Bisa
dikatakan di semua sektor bangsa
Indonesia tetap tertinggal dibanding
bangsa lain di Asia Tenggara. (Fitri-
yah, 2002)

Krisis kepemimpinan ini dise-
babkan salah satunya oleh kon-
stitusi  yang tidak jelas dalam
mengatur kepemimpinan nasional
{(mengatur hubungan kekuasaan
antar lembaga-lembaga negara),
juga karena kepemimpinan nasi-
onal masih bertumpu pada kepemi-
mpinan yang karisma dan primordial.

Sejatinya karisma  seorang
pemimpin adalah nilai lebih yang
dimiliki oleh yang bersangkutan. Den-
gan memiliki karisma ia (dianggap)
mempunyai kemampuan alamiah
sebagai  pemimpin. Persoalannya
adalah karena kepercayaan kepada
karisma seorang pemimpin selalu
bersifat lokal atau terbatas, maka
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kepemimpinan karismatis cenderung
menciptakan primordial serta komu-
nal ini bisa tumbuh subur karena
bangsa Indonesia adalah bangsa
yang pluralis, dengan keragaman
etnis di Indonesia mencapais ekitar
300 kelompok etnis dan ada enam
agama besar. Akibatnya tidaklah
mengherankan kalau kepemimpinan
karismatis di Indonesia melahirkan
primordialisme serta komunalisme.
Kecenderungan ini muncul baik pada
masa lalu maupun sekarang.

Siapapun tidak memungkiri
bahwa 5ukarno adalah seorang
pemimpin yang karismatis, yang oleh
pengikutnya ia dianggap setengah
dewa dan karenanya tidak pernah
dianggap salah. Gus Dur pun mem-
punyai label yang sama, juga Mega-
wati. Mereka itu mempunyai pengikut
dengan loyalitas buta, bahkan siap
mati untuk pemimpinnya. Salah satu
cara untuk menunjukkan kesetiaan-
nya adalah dengan cap jempol darah
sebagai bukti dukungan.

Ini sesuai dengan pendapat-
pendapat John Bresnan, seorang
pakar politik dari Universitas Colum-
bia. Menurutnya, pada masa Gus Dur
terjadi pengulangan pola kekuasaan
politik ala Sukarno. Sumber daya
kepemimpinan keduanya berpijak
pada tiga strategi guna menciptakan
“iklim krisis yang permanen”, yaitu
(1) keduanya mengandalkan pada
kekuatan massa yang memberikan
dukungan secara “nyaris otomatis”,
(2) Sama-sama memiliki reputasi
sebagai tokoh yang paling pluralis, (3)
pembendungan yang membuat para
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penentangnya tidak bisa bersatu
dalam penggulingannya baik Sukarno
maupun Gus Dur mengandalkan
kemampuan  personal daripada
kemampuan sistem (Dwidjowijoto,
2001-291).

Kecenderungan ini bertentangan
dengan sistem politik demokrasi,
nilai yang dikembangkan dalam
demokrasi adalah siapapun vyang
memegang jabatan publik harus ter-
buka terhadap kritik serta memiliki
akuntabilitas tinggi. Dari pemimpin
yang karismatis dengan pendukung
yang fanatik, bahkan dengan seman-
gat primordial serta komunal, akunt-
abilitas kepemimpinan sulit dituntut
{Thohari, 2002:144).

Karakteristik elite yang tidak ber-
satu dan sulit untuk berembug ini
buka sesuatu yang unik, yang terjadi
pada masa reformasi. Ketika Indo-
nesia baru merdeka, para pendiri
republik ketika itu juga tertatih-tatih
untuk mengembangkan suatu konfi-
gurasi elite nasional yang bersifat uni-
fied dan consensual. Dua karya klasik
tentang masa lalu Indonesia di masa
revoiusi, yang ditulis oleh George Mc
T. Kahin, Mationalism and Revolution
in indonesia, dan zaman demokrasi
liberal yang dipersiapkan oleh Her-
bert Feith, The Decline of Constitutional
Democracy in Indonesia merupakan
rekonstruksi betapa sulitnya men-
yatukan elite politik yang terfragmen-
tasikan.

Selain menggambarkan fragmen-
tasi masyarakat dan elite kepemim-
ninan, sampai tingkat tertentu kedua
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karya tersebut juga menyinggung
bahwa membangun kesepakatan-kes-
epakatan, bersama antara sesama
elite bukan sesuatu yang mudah. Kom-
promi dan kesepakatan, di antara elite
politik masa lampau, tidak secara genu-
ine. Selalu saja ada elemen “ancaman”
yang menyertainya.

Dengan latar belakang sep-
erti itu, sebenarnya “wajar" kalau
kita mewarisi konfigurasi elite poli-
tik —-yang menjadi tulang punggung
kepemimpinan di masa transisi ini
-yang disunified dan non-consensual.
Karena karakteristik seperti itu dimi-
liki oleh elite politik atau elite kepemi-
mpinan kita, maka kenyataan bahwa
mereka lebih mementingkan kepent-
ingan individu dan/atau kelompok.
Daripada masyarakat luas, merupa-
Kan sesuatu yang juga logis. Bahwa
yang berkembang belakangan ini ada-
lah pergulatan untuk memperoleh
dan mempertahankan kekuasaan
dan bukan langkah-langkah yang
terkoordinasi untuk menyelesaikan
krisis juga merupakan kelanjutan
belaka dari konfigurasi elite politik,
sebagaimana dijelaskan di atas.

Dengan demikian, seorang pres-
iden yang dipilih secara langsung
oleh rakyat yang berhak memilih
akan memiliki lima jenis atau sarana
kekuasaan, yaitu tradisi, konstitusi
dan perundang-undangan, uang,
legitimasi politik, kekuasaan personal
karena citra dan keahlian serta infor-
rmasi. (Ramian Surbakti: 2000},

Sangat wajar jika suatu sistem
ada kekuatan dan kelemahannya.

ISSN 0852-8310 XI




Pilihannya adalah mengambil yang
sedikit kekurangan atau kelemah-
annya dan mengambil yang banyak
kelebihan dan manfaatnya., Selama
ini kita menggunakan lembaga per-
wakilan dalam memilih presiden dan
itu sering menjadi arena “dagang
sapi” dan penghianatan suara rakyat.
Oleh karena itu, dengan pemilihan
langsung ini yang akan berlangsung
tahun 2019, dimana ekspresi kedau-
latan rakyat lebih murni diharapkan
akan melahirkan kepemimpinan yang
lebih “merakyat” (populis) seperti
gaya presiden Jokowi dan kehidupan
demokrasi yang lebih kondusif.
Memang dengan Pilpres ini legitimasi
seorang presiden semakin kuat tetapi
sekaligus lemah karena menguatnya
kekuatan oposisi sehingga seorang
presiden pada era sekarang harus
kuat dan tahan banting terhadap
berbagai kritik.

Penutup

Ada suatu peribahasa yang
cukup berguna untuk melihat sosok
kepemimpinan kita ke depan bahwa
pengalaman adalah guru terbaik. Dan
dari sejarah kita belajar untuk men-
gambil yang baik serta membuang
yang tidak berguna sehingga sosok
kepemimpinan ke depan merupakan
sintesa dan sinergi dari pola kepemi-
mpinan sebelumnya.

Dari pemerintahahan Soekarno
{1959-1966) dan pemerintahan
Soeharto  (1966-1998) vyang dike-
nal sebagai pemerintahan kuat dan
efektif meskipun kurang demokra-
tis. Sebaliknya dengan masa pemer-
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intahan B] Habibie (1998-1999),
Pemerintahan Abdurrahman Wahid
(1999-2001) dan Pemerintahan Mega-
wati (2001- 2004), dan Pemerintahan
SBY (2004-1009) dan (2009-2014) seta
pemerintahan Jokowi (2014-20150
dieknal sebagai pemerintahan yang
demokratis meksipun kurang kuat
dan efektif. Oleh karena itu men-
jadi sangat ideal jika pemerintahan
ke depan dapat memadukan for-
mat kepemimpinan dua periode itu,
dimana ia dapat bersifat demokratis
tetapi juga cukup kuat dan efektif. Hal
ini tentu saja merupakan suatu tanta-
ngan yang cukup berat tetapi itulah
jalan yang harus dilalui bangsa ini ke
depan.

Oleh karena itu, sebagaimana
dikatakan Yuwono Sudarsono (Kom-
pas, 5/5/2004), kepemimpinan nasi-
onal ke depan setidaknya harus
memiliki tiga hal. Pertama, pemi-
mpin politik nasional harus memiliki
visi dengan skala proirtas yang jelas.
Kedua, pemimpin politik nasional
harus sungguh-sungguh menjalankan
reformasi politik dan pembangu-
nan ekonomi secara berkelanjutan.
Ketiga, pemimpin politik nasional
harus tegas terhadap lingkungan
sekitarnya terutama terhadap orang
atau kelompok yang menjadi benalu
dalarm pemerintahannya.

Dengan demikian, pemimpin
nasional benar-benar harus memi-
mpin sebuah pemerintahan yang
efektif., idealnya juga bersifat
demokratis. Tetapi pemerintahan
demokratis tanpa disertai peningka-
tan kesejahteraan ekonomi sering
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hanya menjadi "bom waktu” terjad-
inya ketidakpuasan dan anarkhisme
sosial. Demikian halnya kemajuan
ekonomi tanpa kebebasan dan keter-
bukaan sering juga menjadi sumpek
dan “penjara” bagi penghuninya. Oleh
karena itu, keseimbangan diantara
keduanya menjadi suatu keniscayaan
dalam membangun Indonesia ke
depan. Dan upaya itu, mestinya dapat
ditemukan dalam sosok kepemim-
pian mendatang yang dapat dilihat
dari track reccord dan platformnya
dalam pemilihan presiden men-
datang. ***
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